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sejarah, bank sentral yang tertua adalah Sveriges Riksbank di Swedia yang
didirikan pada tahun 1668, menyusul kemudian Bank of England yang dijadikan
sebagai bank sentral pada tahun 1694 dan dianggap sebagai cikal bakal bank
sentral modern.? Dalam pada itu The Federal Reserve di Amerika Serikat,
yang didirikan di tabun 1913 dianggap sebagai bank sentral independen sejak
didirikan.? Sedangkan De Javasche Bank sebagai perusahaan swasta yang
merupakan cikal bakal Bank Indonesia didirikan pada tanggal 29 Desember
1826 melalui Surat Perintah Raja Willem I dan menjadi bank sentral yang inde-
pandent sejak tahun 1999.

Sekarang semakin menguat kecenderungan untuk menjadikan bank
s_gntral bersifat independen, sejalan dengan berlangsungnya perkembangan
pemikiran-pemikiran baru yang mempengaruhi terjadinya perubahan peran bank
sentral di seluruh dunia.* Kalau sebelum periode 1980an bank-bank sentral
umunmmnya tidak independen, maka setelah periode tersebut hampir seluruh bank
sentral di dunia menjadi bank sentral yang independen. Sebagai contoh, pada
abad 19 hanya ada 18 bank sentral, 16 di Exopa ditambah di Jepang dan
Indonesia,’ dan pada awal abad ke-20 masih tetap delapan belas bank sentral,
tetapi jumlah ini meningkat menjadi 59 pada 1950an, dan meningkat lagi menjadi
161 pada tahun 1990.° Bahkan meningkat lagi menjadi 172 bank sentral pada

' “Tulisan ini dicuplik dan disingkat dari Disertasi berjudul Independensi, Akuntabilitas,
dan Transparansi Bank Sentral: Studi Perbandingan Undang-undang Bank Indone-
sia, yang dipertahankan dihadapan Senat Gura Besar Fakultas Hukuk Universitas
Indonesia, pada tanggal 23 Juli 2005.

' MLH.De Kock, : 1961, Central Banking, Staples Press, London, h. 11.

* Laurence H. Meyer 2(}00 “The Politics of Monetary Policy: Baiancmg Independence
and Accountability,” Remarks at the University of Wisconsin, LaCrosse, Wisconsin,
October 24, BIS Review 94, h. 4.

+ Lihat Charles Goodhart : 1988, The Evolution of Central Banks, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, London, England, khususnya Bab IIL.

> Lawrence H Meyer: 2000, Op. ¢cir, h. 3.

& Forest Capie: 1995, “The Evolunon of General Banking,” Policy Research Working
Paper 1534, The World Bank. h 3.

N -Sebagal produk sejarah yang panja.ng, keberadaan bank sentral telah -
_‘mengalami berbagai tahap perkembangan sejak abad ke-17. Dari catatan
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..tahun 2000 7 sedang}can dan data yang ada pada Bank for Intemarzorzal
S Settlements dan sumber yang 1am sampax den gan akhn: 2004 ada 175 bank

"""" “Pamt 3uga dicatat bahwa bank bank sentral mdependen sebeium perlode
E 1980an hanya Federal Reserve di Amerika Senkat Bundesbank di Jerman,
* dan Bank Nasional Swiss® Akan tetapl dewasa ini muncul pula fenomena bahwa

7 di-Dunia Keuga banyak bank sentral berubah menjadi bank sentral yang

o o _A'rge“nnm (1992) Fmpma(1993),9 dan Indonesia (1999).10

mdependen akibat _pembahan kerangka hukum dan konstitusional yang
- diterapkan di negara-negara tersebui. Gejala seperti ini teljadl di Chﬂ; (1989)

u_hsan ini hendak mendlskusﬂcan dan mengkajl Undang~undang Bank
I{ndoncsm No. 23 Tahun 1999 j Jjo. U{J No. 3 Tahun 2004 dengan beberapa
usulan perubahan tehadap pasal-pasal tertentu dari. Undaug undang Bank
Indonesm s o A

Kedudukan hukum Bank sentral

" Ada yanU beranggapanbahwa bank sentrali itu adalah lembaga yang telplsah
dari pemerintah dan merupakan entity tersendiri yang tidak mengambil tanggung
jawab pemerintah. Bank Indonesia sebagai misal dinyatakan sebagai lembaga
negara yang mdependen bebas dart campur tangan Pemerintah dan atau pihak-
pihak lamnya kecuah untuk hal ha1 yang secara tegas dzatur dalam Undang—
undanﬂ imi.'t :

* Sebagai contoh lam bahwa bank sentral merupakan entity yang terp1sah
dan pemerintah dapat dilihat dari putusan pengadllan dalam perkara Trendtex
Trading Corp. v Central Bank of Nigeria > yang dalam keszmpulannya
menyatakan bahwa bank sentral Ni geria bukan merupakan bagian dari
pemenntah ngena tetapt merupakan legal entity yang terpisah. -

' Menurut Goodhart, sebelum abad kedua puluh hubungan antara bank
sentral dan pemerintah dalam mengatur imacro-policy sangat dekat, begitu juga
dalam mengatur nilai mata uang. Sehingga Goodhart'® menyatakan, bank sentral
itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah, bahkan disebut sebagai

7 Lawrence H Meyer : 2000, Op. cit, h. 3.

8 Rosa Maria Lastra: 1996, Central Banking and Banking Regulation, Financial
Markets Group, LSE, h .15; lihat juga Robert Elgie and Helen Thompson: 1998 The
Politics of Central Banks, Routiedge h. 22,

* Ibid,h 9.

" Posisi BI sebagai bank sentral yang independen secara tegas disebutkan dalam Pasal
4 ayat 2 UU No. 23 Tahun 1999,

" Pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999,

2119971 Q.B.529

" Goodhart, C.AE: 1995, The Central Bank and the Financial System, The MIT Press,
h 60.
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mesin dalam pembuatan kebijakan, terutarna dalam hubungannya dengan gold
standard atau silver standard sebaga1 tancvung Jawab macro- economy dan
banksen{ral R S TTE TPETEL e R
Kekuasaan yang mdependen pada bank senirai hanya terbatas pada :
kekuasaan yang oleh undangnundang atau oleh pemerintah dan parlemen
dlsepakan untuk didelegasikan kepada bank sentral, Pemisahan kekuasaanitn
~-bukanlah dalam pengertian poimk Letap1 lebih’ merupakan pem;lsahan fungsi, -
sebab bank sentral diberi fungsi secara khusus mengenai kebijakan moneter
. dan ﬁnansml pada satu Negara. Peuusahan kekuasaan itu hanyalah merupakan
: pendeleg&smn kekuasaan dalam men}alankan kebijakan yang spesﬁik*“ terlepas
dan carnpur tangan pemenntah agar texjad1 eﬁ31en31 Dl

Alfaéan-i_ajlfa_s_ah :independe_mi_bﬁaﬂk sentraﬁi

~=Sejauh ind alasan yang sering digunakan untuk mendukung perlunya bank
sentral independen adalah kepentingan kesinambungan program ekonomi dan
untuk menghindarkan bank sentral dari campur tangan politik. Independensi
dari segi ekonomi diartikan bahwa bank sentral dapat menggunakan seluruh
instrumen keuangan dan tidak dibatasi oleh pemenntah dalam menentukan
keblj akan moneter.

+ Independensi bank sentral dari segi ekonorm dianggap semakin penting
l\arena tidak jarang manipulasi oleh para politisi untuk mendapatkan dukungan
menjelang pemilihan umum selalu dilakokan. Selain itu, dengan independensi
berarti juga bank sentral dapat mengontrol kredit yang diterima oleh pemerintah
serta dapat pula menentukan bunga dani pinjaman pemerintah. Dengan demikian
maka independensi bank sentral ini juga mencakup kontrol bank sentral terhadap
instrumen-instrumen yang menetapkan kebijakan dalam bidang keuangan.

Selain alasan ekonomi, independensi bank sentral juga didukung oleh
berbagai alasan politik. Bagi mereka yang mendukung pandangan mengenai
perlunya independensi bank sentral dari perspektif politik, mereka berpandangan
bahwa agar terhindar dari arena politik sehari-hari maka bank sentral harus
dijadikan bank sentral yang independen, karena keberadaan bank sentral yang
tidak independen akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik
tertentu yang berniat menyerang kebijakan moneter dan finansial pemerintah

M Lawrence H Meyer : 2001, Comparative Central Banking and the Politics of
Monetary Policy, Speech At the National Association for Business Economics
Seminar on Monetary Policy and the Markets, Washington , D.C, May 21, 2001, h 2;

15 Fabio Franchino : 2002, Efficiency orcrechb:hty" Testing the two logics of de!egatlon
to the European Commission, Journal of European Public Policy 9:5, h 678.

'S Robert Elgie,: 1998, Democratic Accountability and Central Bank Independence:
Historical and Contemporary, National and European Perspective, West Enropean
Politics, Vol. 21,No.3, h. 55.
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yang d}anggap tldak populer 7 Menurut Laurence H. Meyer “:..central bank
mdependence is. deszgned to msulate the central bank from the short-term

- and oﬁen myopzc polzrzcal pressures assoczateci wzth the electoral cycle vie

- stzzuehczes i Beldasarkan pandangan semacam ini maka hams ada keputusan
R polmk untuk menempatkan bank sentral men} jadilembaga yang independen
_ atau pahng udak harus ada dukungan pohuk. yang cukup dan pata pohﬁm untuk

E '-'mdepende -Jlka ndak dermkian maka kebijakan bank sential tldak akan

- pernah menjadi kebijakan yang berkesmambungan Menurut pandanoan seperti

itu, independensi bank sentral, dengan kata lain, juga harus mencakup

1ndependen31 dari lembaga-lembaga pohtlk termasuk dalam menentukan

pimpinan bank sentral, anggota dewan pimpinan bank sentral; serta termasuk

pula dalam menentukantanggung jawab bank sentral dalam membenkan Iapozan
secara periodik kepada legislatif. '

Pandangan semacam ini tampaknya membenkan basis argumen yang
menghubun gkarn secara erat antara sistem ekonorru~poht1k yang demokratis
dengan keharusan bank sentral menjadi satu institusi yang independen. Argumen
semacam ini memang sering dituding sebagai alasan untuk membenarkan
indepenensi bank sentral sebagai semacam entitas yang terpisah dari negara
sehingga muncul kesan bahwa bank sentral yang mdependen ibarat “negara
dalam negara.” . ' :

““Narun dennlqan untuk menghﬂangkan kesan bahwa mdependenm bank
sentral itu menjadi seperti “negara di dalam negara” —sebagaimana pernah
dikatakan oleh Helmut Schmidt mengenai Bundesbank,”' maka diperlukan
ketentuan yang tegas mengenai pertanggung jawaban bank sen:rai kepada
eksekuuf kepada legislatif, dan lembaga peradilan.??

~Adalah N.W. Barber® yang pernah menyinggung isu mdepender131 bank
sentral ini dalam konteks pemisahan kekuasaan menurut konsep trias-politica.
Dalam pandangannya, konsep trias-poltica sendiri sebenarnya sering dipahani

7 Rosa Maria Lastra: 1996, Op.cit,h. 19.

¥ Lawrence H. Meyer:2000, Op. cit, h, 2.

" Jakob de Haan and Jan Egbert Strum: 1994, “The Case for Central Bank Indepen-
dence,” dalam Michael Parkin (ed.), The Theory of Inflation, Edward Elgar Publishing
Limited, London, h. 310

2 Charles Goodharl: 1988, Op cit, h. 64.

' Die Zeit (§ November, 1996, p. 3) dikutip dari Helge Berger and Jakob de Haan: 1999,
“A State Within the State? An Event Study on the Bundesbank (1948-1973),” Scor-
tish Journal of Political Economy, Vol. 46, No.1, February 1999, h. 17.

22 Rosa Maria Lastra: 1996, Op.cit, h. 53-58.

* N.W Barber: 2001, “Prelude to the Separation of Powers,” Cambridge Law Journal,
Masch 2001, h. 59-88.
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den gan mterpretam yang berbeda-beda; dan karenaitu keragaman pandangan
mengenalnya jugaharus dxanggap valid. Namun demikian, kritik utamanya
-terhadap berbagai pandangan itu adalah kecenderungannya untuk melihat
~konsep pemisahan ataupun pembagxan kekuasaan melulu dalam pengertian teori
- pohuk ‘Barber kemudian mengajukan pendekatan lain yang lebih cenderung
melihat konsep itu dalam teori. konsntusmnal bukan dari j Jemsnya yang uto-
S -piﬂ.l’i tctaplleblhp};agmaus T R S T B
S Dalam hubungan ini ia kemudian mehhat pentlngnya meletakkan isu
o mdependensx kckuasaan bank. seni:cal dalam perspektzf efisiensi kekuasaan.
. Benar, kata Barber, bahwa bank sentral mdependen dan otonom dari kekuasaan

eksekuuf legislatif, maupun yudikatif, Tetapi ini tidak berarti bahwa bank sentral
yang mdependen dan otonom ity mempunyai kekuasaan tersendiri yang terpisah
daritiga entitas kekuasaan tersebut. Bank sentral yang independen dan otonom
harus tetap dilibat sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif; namun
terpisah untuk menjalankan kebijakannya yang khusus demi efisiensi, dan lepas
dari.campur tangannya. Secara teoritis pemisahan kekuasaan bank sentral dari
eksekutif ini dikenal dengan teori the principal - agent. ™

Bank Indonesia dalam Undang-undang dan Praktik

-"Bank Indonesia sebagai bank sentral, cikal bakalnya berasal dan De
J. avasche Bank, satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang pada
tahun 1828 mendapat hak octrooi sebagai bank sirkulasi.?

" Setelah proklama51 niat untuk mendirikan Bank Indonesia yang akan
men geluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, terhambat oleh adanya
aturan formal karena harus ditetapkan dengan undang—undf:mg,’6 maka kemnudian
didirikanlah “ Poesat Bank Indonesia” sebagai satu yayasan, berdasarkan Akte
N_ota_ns No.14 R.M. Soerojo, Notaris di Jakarta, tanggal 9 Oktober 1945,

= Ada beberapa studi monographis tentang teori “the principal-agent” ini misalnya
yang dilakukan oleh, Robert Elgie: 2002, The politics of the European Central Bank:
principal-agent theory and the democratic deficit, Journal of European Public Policy
9:2 April, 186-200; Kathleen R McNAMARA, : 2002, Rational Fictions: Central Bank
Independence and the Social Logic of Delegation, West European Politics, Vol 25,
No.1, January, 47.76; Jonas Tallberg,: 2002, Delegation to Supranational Institutions:
Why, How, and with What Consequences 7, West Enuropean Politics, Vol. 25, No.1,
h 23-46; Mark A Pollack: 1997, Delegations, agency, and agenda setting in the Euro-
pean Community, International Organization 51, 1,1 99-134; Arthur Lupia & Mathew
D McCUBINS: 2000, Representation or abdication ? How citizens use institutions to
help delegation succeed, European Journal of Political Research 37: 291-307.

3 John O. Sutter : 1959, Indonesianisasi; Polirics in a Changing Economy, 1940-
1955, Vol. I, Data paper Number 36-1V, Southeast Asia Program, Department of Far
Eastern Studies Cornell University, Ithaca,New York, h 87; M Dawam Rahardjo, dkk:
1995, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, LP3ES, h 3.

% Penjelasan pasal 23 UU 1945,
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- Pembentukan J ajasan Poesat Bank Indoensm ini sebagai langkah awai dalam

- membentuk Bank Indonesia sebagaimana chmaksudkan oleh penj elasan Pasal
-’>3 Undanc-undang Dasar 194527 e

.. .7 Bank Indonesza sebagal bank sentrai d1dmkan beldasarkan Undang~

'Undang No.11 Tahun 1953, pada tanggal 1 Juli 1953. Meskipun secara de

facto proses nasmnahsasz De Javasche Bank telah terjadi sejak diangkatnya

M. Sjafruddin Prawiranegara sebaoal Presiden De Javasche Bank.* Dengan

: '-undan g-undang Bank Indonesia No 11 Tahun 1953, maka kekuasaan untuk

_ menetapkan kesz akan moneter dzlakukan olch Dewan Moneter sedan gkan

oleh Dlreks1 Ban}( Xndonesm

D@ngan kedudukan sebagal Ketua Dewan Monﬁter Per dana Menteri
D}uanda yang merangkap sebagai Menteri Keuangan melakukan sanering
dibulan Agustus tahun 1959 Tindakan moneter yang diambil oleh pemerintah
ini dapat dikatakan sebagai tekanan yang besar tethadap Bank Indonesia sebagai
penjaga stabilitas moneter; terlebih lagi tindakan moneter tersebut diambil tanpa
sepengetahuan Gubernur Bank Indonesia, sehingga berujung pada penganduran
diri Gubernur Bank Indonesia Mr. Lukman Hakim.*

Perubahan yang lebih penting dan besar terhadap Bank Indonesia terjadi
pada tahun 1963, ketika jabatan Gubernur Bank Sentral ditetapkan sebagai
anggota Kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan yang
ditunjuk untuk memangku jabatan itu adalah Teuku Jusuf Muda Dalam.”'
Kemudian dalam kedudukan sebagai Menteri Urusan Bank Sentral, Teuku
T usuf Muda Dalam memutuskan untuk melakukan reorganisasi terhadap seluruh
sistemn perbankan yang berada dibawah kekuasaannya.” Selain itn Jusuf Muda
Dalam juga mengintrodusir fungsi baru Bank Indonesia sebagai bank berjuang,
yang bukan thanya melaksanakan ugasnya secara konvensional mempeﬁahankan
stabilisasi moneter dan stabilisasi ekonomi, tetapi juga harus mengabdi kepada
tujuan revolusi indonesia, yang berarti Bank Indonesia bukan hanya sebagaj
alatuntuk mencapai tujuan ekonomi tetapi juga adalah alat untuk mencapai
tujuan pohuk N .

1 Qey Beng To : 1991, Sejarah Kebijakan Moneter indonesia, lilid 1 (1943-1958)
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, h, 91.

*# M. Dawam Rahardjo dkk: 1995, Op.cit, h 3.

2 Ibid, h. 109,

* M. Dawam Rahardjo et al: 2001, Independensi BI dalam Kemelur Politik, Cisendo,
Jakarta, h.21.

M, Dawam Rahardjo dkk: 1995, Op.cit, h. 114,

* Heinz Arndt : 1971, Perbankan di Indonesia, PT. Badan Penerbit Indonesia Raya,

Jakarta. h. 32,

Sumarlin dalam pengantar pada Heinz Arndt: 1971, /bid. h. 16.
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: .'PEI oangan | Bank Berdjoang . maka dilontarkan ide untuk melakukan integrasi
* “antaraBank Indonesia dengant
" membantu ; program pemerlntah yang berkaitan dengan masalah«masaiah. '

o _:_ekono'mx Aklbamya semua bank: dlkmtkan dengan program departemen- b S

3 :Umt I[I Bank Umum Neoara menjadz Bank Negala Umt N Bzmk Tabungan

' Negara menjadz Bank Negara Indonesia Unit V. Hanya dua bank pemerintah

yang tidak digabungkan menjadi unit dari Bank Negara Indones;a yaitu Bank
Dagano Negara dan Bank Pembancunan Indonesia. ¥~

- Sejak dimulamya pemenntahan Orde Bary, dengan Undan g—~undang Bank
Sentral yaitu Undang-Undang No.13 Tahun'1968, maka salah satu ‘'yang diatur
secara tegas adalah memulihkan kedudukan Bank' Tndonesia sebagai bank
senitral dengan cara melepaskan keglatan bank sentral dibidang perbankan
komers:al meskipun tidak ada perubahan dan penambahan yang radikal dalam
undang-undang yang baru, tidak juga ada perubahan yang baru terhadap otononn
bank sentral dalam hubungannya dengan pemerintah,® =~

Kedudukan Dewan Moneter menurat Undang-Undang No.13 Tahun
1968 adalah sangat penting. Dewan Moneter ini adalah lembaga yang
merumuskan kebijakan moneter yang hendak dilakukan oleh bank sentral.
Keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter ditetapkan dengan proses
negosiasi yang dilakukan secara berhati-hati sampai lahir satu kesepakatan.®
Oleh karena ita maka Dewan Moneter ini dapat disebut sebagai alat pemerintah
dan pembantu Presiden dalam memikirkan, merencanakan dan menetapkan

WM. Dawam Rahardjo dkk: 1995, Op it b 121.

3 Priasmore Prawiroardjo : 1987, Perbankan Indonesia 40 Tahun, dalam Hendra Esmara
(ed), Teori Ekonomi dan Kebijakansanaan Pembangunan, Kumpulan Esei untuk
Menghormati Sumitro Djojohadikusumo, Penetbit PT. Gramedia, Jakarta, h. 195;
Radius Prawiro: 1968, Kata Pengantar, Laporan Bank Negara indonesia Unit I, Tahun
‘Pembuluan 1966-1 967 PN.Percetakan Negara R.I, h. v.

% Heinz Arndt : 1966, Banking in Hyperinflation, Bullerin of Indonesian Economic
Studies, No.5, October, h. 30; Priasmoro Prawiroardjo, Loc.cit. Heinz Arndt : 1971,
Op.cit. h.32; M Dawam Rahardjo dkk: 1995, Op.cit, h. 124

3 Ibid, Priasmoro Prawiroardjo : 1987, h. 196.

¥ Heinz Arndt: 1971, Op.cit 1k 51; M. Dawam Rahardjo dkk: 1995, Op.cit ,h 179,

* Binhadi and Paul Meek: 1992, Implementing Monetary Policy, dalam Anne Both (ed),

The Oil Boom and After, Indonesian Economic Policy and Performance in the

Soeharto Era, Oxford University Press, h. 106.

Pasal 9 UU No. 13 Tahun 1968; M. Dawam Rahardjo dkk: 1995, Op. cit, h. 183,

44
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kebijakan moneter.” Dengan demikian maka kekuasaan untuk menetapkan
'kebgakan moneter berada ditangan Dewan Moneter,* Dalam penjelasan umum
dikatakan bahwa Dewan Moneter adalah sebagaialat dari Pemerintah yang
_d:{perlukan unink membantu pemerintah agar efﬁsmn dalam mempersmpkan
serta memimpin pe}aksanaan Kebijakan moneter.. B

“Keanggotaar Dewan Moneter terdiri dari Menteu yang membzdangx
-Keuangan dan Perekonomian serta Gubernur Bank Sental.*? Dalamundang-
undang dztentukan bahwa Menteri Keuangan adalah sebagai penanggung jawab
bldang kevan oan dan sebagai faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan
moneter, sehmgga Menteri. Keuangan ditentukan sebagai Ketua Dewan
Moneter,? dan bertanggu g jawab untuk mengorganisir sekretariat.* Dengan
demikian secara fungsional Dewan Moneter bukan hanya sebagai lembaga
yang diperlukan untuk melakukan koordinasi antara kebijakan pemerintah dan
bank sentral. Dewan Moneter dapat dikatakan merupakan perpanjangan tangan
dari Presiden untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan moneter yang
telah ditetapkan oleh pemerintah.* Hal ini mengingat keberadaan bank sentral
ber ada di luar departemen—departemen dan Gubernur Bank Sentral tidak
berkedudukan sebagai Menteri. Namun menurut Soedradjad Djiwandono,
sejak Kebinet Pembangunan Il Tahun 1983 dalam Keppres pengangkatan
Gubernur Eank Indonesia disebutkan bahwa status Gubernur Bank Indonesia
sebagai pejabat tinggi disamakan dengan Menteri Negara,* dan pemerintah
memperiakukan Bank Indonesia sebagai bagian dari pemerintah.”’

independens_i bank Indonesia

“Rencana perubahan yang besar terhadap Bank Indonesia dilakukan
setelah ditanda tangani Letter of Intent (LOI) Il tanggal 15 Januari 1998 butir
22 antara Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fand yang
menyatakan antara lain bahwa Bank Indonesia akan diberi otonomi di dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.® Untuk melaksanakan
kesepakatan tersebut Presiden Soheharto kemudian meminta Bank Indonesia
menyiapk;an konsep independensi bank sentral dalam pengelolaan moneter dan

“® Pasal 9 UU No.13 Tahun 1968; M. Dawam Rahardjo dkk: 1995, Op. cir, h. 183.

1 HWArmdt: 1971, Banking in Hypennﬂanon and Stabilization, dalam Bruce Glassburner
{ed), The Economy of Indonesia, Selected Readings, Cornell University Press, h. 389
dan Heinz Arndt : 1971, Op. cit, h. 51,

2 Pasal 10(D UU No. 13 Tahun 1968.

43 Pasal 11 (1), UU No.13 Tahun 1968.

** Binhadi and Paul Meek: 1992, Op. cit, k. 106.

+5 Pasal 9 {2) UU No.13 Tahun 1968.

** I. Sodradjad Djiwandono : 2001, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis,
LP3ES, h. 290.

7 Sutan Remy Sjahdeini : 1it, Kumpulan Paper, h.7.

¢ I, Sodradjad Djiwandono : 2001, Op.cit , h 290.
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. konsep tersebut kemudlan dituangkan dalam Keppres No:23 Tahun 1998:%
Pasal 1 Keppres tersebut menyatakan ‘ Bank Indonesia merumuskan dan
meiaksanakan kebxgakan moneter” Sedangkan dalam pelaksanaan kebl_] akan

: moneter _ penetapan sasaran moneter termasuk suku bunga instrument moneter,
8as: ilai tukar dan kebl_]akan dewsa dxiakukan Bank Indones;a dengan

o ome _aukan perkiraan 1aJu mﬂaS1 yang dxtetapkan oleh Pemenntah S Namun'

. ___-Dalam rangka mempemapkan Rancangan Undang~Undang tentang Bank o
Indonesm sebagaimana, diminta oleh Pemerintah, Bank Indonesia kemudian
mengundang banyak ahh tcrmasuk ahll hukum, ahli ekonomi dan pr aktisl
perbankan untuk mendlsku51kan dan menyempumakan konsep Rencana
Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Bank
Indonesia.” Bahkan menurut Fachry Ali dkk, Presiden Habibie secara khusus
meminta bantuan Helmut Kohl untuk mengmm Helmut Schlesin ger mantan
Gubermnur Bundesbank guna membantu merumu skan tentang mdepenciens1 Bank
Indonesia.® -

* Dari pemandangan umum dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang
disampaikan oleh Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hampir
tidak ada perbedaan pendapat antara Fraksi-fraksi dan Pemerintah, terutama
menyangkut independensi Bank Indonesia. Begitu juga mengenai kedudukan
Bank Indonesia sebagai badan hukum. Dalam hal menetapkan kebijakan
moneter Pemerintah dan Fraksi-fraksi di DPR berpendapat sama yaitu
merupakan tugas dari Bank Indonesia. Ada perbedaan pendapat antara
Pemerintah dan Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal
pengangkatan Gubemur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur; menurut
usulan Pemerintah pengangkat Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diangkat
oleh Presiden, sedangkan menurut usulan Fraksi ABRI dan Karya
Pembangunan (GOLKAR), Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diangkat
oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sedangkan Fraksi Persatuan
Pembangunan (PPP) berpendapat Gubernur dan Deputi Gubernur Senior dipitih
dan ditetapkan oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden, Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) berpendapat Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi
Gubernur dipilih oleh DPR dan disahikan oleh Presiden.

# M. Dawam Rahardjo et al: 2001, Op.cir, h34.

0 Pasal 2 Kepres No. 23 Tahun 1998.

3 M. Dawam Rahardjo etal: 2001, Op.cir,h 51.

32 [bid, h34-35.

5% Fachry Ali, Bachtiar Effendy, Umar Juoro, Musfihin Dahlan dkk: 2003, Polirik Bank
Sentral, Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan Independensi,
Lspeu, h 83,
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Bank Indonesm daiam Tata Pemermtahan Indonesia -

= '_"Meskipun d1 dalam De J avasche Bank Wet dmyatakan De J avasche;
: B ank adalah sebagal Perseroan Terbatas, akan tetapl di dalam praktik campar
-~ tangan kekuas aan Pemermtah kolonial terhadap DeJ avasche Bank terlihat
dengan nyata, hal int dapat dlhhat dan pengangkatan pember,hentlan dan
penentuan besamya gajidari pengurus yang harus mendapat persetu; uan darl
Gu_ ernur-Jenderal SelainituDeJ avasche Bank j juga mendapat pengawasan
' yano Iangsuno dari pemenntah 55 seperti halnya kebijakan moneter harus

© o men gzkutz kebijakan dari pemenn%ah Belanda, sebab pemermtah mempunyal

~ hak; prerogrative untuk melakukan supervisi terhadap aktifitas dari bank %
Pengawasan terhadap De Javasche Bank dilakukan secara langsung oleh
Komlsans yang d_;t_empatkan dan mewaklh Pemenntah N :

o .Hampn‘ tidak berbeda dengan De Javasche Bank dalam Undang-Undang
No 11 Tahun 1953 ‘pun, Bank Indonesia dmyatakan sebagai badan hukum
Lepunyaan Negara, Namun secara umum dapat dikemukakan bahwa tugas
Bank Endonesa sebagai bank sentral adalah mengatur nilai satuan mata nang
agar nilai itu seimbang untuk kemakmuran bagi nusa dan bangsa, untuk itu
Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia.” Sedangkan vang
berwenang dalam menetapkan kebijakan moneter: adalah Dewan Moneter
yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur
Bapk.® Sehingga yang menjadi tugas dari Direksi Bank adalah
menyelenggarakan kebij aksanaan moneter umum yang telah ditetapkan oleh
Dewan Moneter.®* . N

5 Pasal 23 ayat 5, terjemahan bebasnya, " Atas usulan rapat umum Direksi dan Dewan
Komisaris Presiden (Direktur) dalam mewakili jabatannya oleh Gubemur-Jendral dapat
diskors, atau dengan persetujuan kemudian dari Kami diberhentikan. Dalam usulan
skorsmg sekaligus diusulkan tentang penggantian sementara”; ayat 6, “Dengan
usulan serupa anggota lain dari D1reks1 dan para Wakilnya oleh Gubernur _Jendral
dapat juga diberhentikan”; ayat 7, “ Gaji Presiden (Direkiur) dan masing- masing
_direktar ditetapkan oleh Gubernur-Jendral”.

" Ali Wardhana : 1971, The Indonesian banking System: The Central Bank, dalam
Bruce Glassburner (ed), The Economy of Indonesia, Selected Readings, Comell Uni-
versity Press, Ithaca and London, h 339; John O Sutter : 1959, Vol. I, Op.cit, h 87.

% G.H.A Prince ; 1996, Monetary Pohcy in Colonial Indonesia and Position of the Java
Bank, dalam J. Th, Lindblad (ed), Historical foundations of a national ECOROMY IR
Irzdoneua 1890s-1990s, North-Holland, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo,
h 58,

*" Pasal 24 ayat 1, terjemahan bebasnya, * Dari pihak Pemerintah diselenggarakan
pengawasan atas tindakan Bank oleh seorang Komisaris Pemerintah, yang diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur -Jenderal.

** Pasal | ayat 2 UU No.11 Tahun 1953,

3 Pasal 7 (Idan 2) UU No,11 Tahun 1953.

% Pasal 22 (1)UL No. 11 Tahun 1953,

5t Pasal 26 (2 UU No. 11 Tahun 1953,

&




: lndependensz Bank Scmrai Da}am UU dag: Praku}.. di- lncinnesm S

Seteiah berlakunya Undang—Undang No 13 tahun 1968, Bank Indone-’ o
sta. dmyatakan sebaga: milik Negzua dan merupakan badan hukum, tetapi .
Bank Indonesia tetap dxtempatkan sebagaz pembantu Pemermtah = bahkan -
- dzdalam"men} alankan. fugasnya itn Bank Indonesia harus berdasaz kan
: kebgaksanaan yanﬂ d1€etapkan o}eh Pemerintah; o Sedan gkan DewanMoneter
. hanya mcmbantu Pemermtah dalam merencanakan dan menetapkan kebljakanj '

: angat besar karena Pl@SldBIl dapat memberhenukan Gubemux dan D1rektur—

T 'duektur BanL Indonesxa Jlka melakukan sesuat atau bersxkap yano meruglkan R

Banli ai:au bertentangan denfran kepentmgan Ne gara SR LY
Sementara it setelah lahlrnya UndangmUndang No 23 tahun. 1999 _]O

Undanw—mldang No.3 Tahun 2004, Bank indonesia dlkatakan sebagat lembava '

Negara yang independen.®” Bank Indonesia juga dinyatakan sebagai badan
hu_ki_im."? Bank Indonesia bukan saja indcpénden dari pengaruh Pemerintah,
tetapi juga independen dari pengaruh lembaga legislatif, schingga kedudukan
Bank Indonesia sangat kuat. Selain itu Bank Indonesia juga diberi hak untuk
menetapkan kebijakan moneter. Bahkan Undang-Undang memberikan satu
kekebalan terhadap Gubernur Bank Indonesia meskipun melakukan kesalahan
dalam menetapkan kebijakan sepanjang sejalan dengan tugas dan wewenang
serta dilakukan dengan iktikad baik. 59Adapun pengangkatan Gubernur, Deputi
Gubernur Senior dan deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

Untuk memudahkan memahami persamaan dan perbedaan kedudokan
bank sentral sesuai dengan Undang-undang yang pemah berlaku di Indonesia
dapat dilihat pada UU No. 11 Tahun 1953, UU No.13 Tahun 1968 dan UU
No.23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004.

“Meskipun De Javasche Bank didirikan sebagai perusahaan swasta, bahkan
Du Bus sendiri adalah seorang kapitalis Belgia,™ akan tetapi modalnya kemudian
disediakan oleh pernerintah dan Nederlandsche Handel Maatschappij (N.H.M)
sebuah perusahaan dagang besar yang pemegang saham utamanya adalah Raja

82 Pasal 1 ayat 2 UU No.13 Tahun 1968.

& Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1968.

o Pasal 8 (1) UU No.13 Tahun 1968,

5 Pasgal 9 (1) UU No.13 Tahun 1968,

%6 Pagal 17 (1) UU No,13 Tahun 1968,

& Pasal 4 ayat 2 UU No.23 Tahun 1999 jo pasal 4 ayat 2 UU No.3 Tahun 2004,

% Pagal 4 ayat 3 UU No.23 Tahun 1999 jo pasal 4 ayat 3 UU No.3 Tahun 2004.

* Pgsal 45 UU No.23 Tahun 1999,

70 Natasha Hamilton-Hart : 2002, Asian States, Asian Bankers, Central Banking in
Southeast Asia, Cornell University Press, h 32.
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: _Beianda n N amun secara orgamsatons udak ada hubungan lansung antara De -

] avasche Ban}\ dan Pemerintah, karena terdapat pemisahan organisasi antara

* Pemerintah dan De Javasche Bank.”? Akan tetapi di:dalam praktik campur

o ftangan keku asaan Pemermtah koiomai terhadap Del avasche Bank terlihat

- dengan nyata hal ini dapat dzhhat dan penganfrl\.atan pemberhentzan dan
- '-_penentuan besamya gap_ dari pengurus yang] hams mendapat persetujuan dari

: .semakm kuat kzn ena sesual dengan Undang Undan 1o De J avasc_h Bank_tahun
* 1922, selain adanya hak pemermtah kolonial untuk memberikan supervisi
kepada De Javasche Bank tetapi juga karena pemermtah mempunya} hak
- untuk menun}uk komisaris yang mewakili pemenntah pada Dewan Komisaris.™
Penumu}\an Komisaris oleh Pemenntah ini secara tegas dinyatakan oleh undang-
undang ™ Hal yang sama juga menjadi hak dari Ratu Belanda unwuk mengangkat
Presiden dari Bank.™ Selain itu ada juga batasan lain dari kegiatan bank yang
memerlakan persetu_}uan Gubemur—J endral sepem mlsalnya untuk pembukaan
kantor cabang.”. -

- Dalam Undang- undang No. 1 I Tahun 1953 ‘batas organisasi -antara
Pemerintah dan Bank Indonesia menjadl tidak tegas, sebab menurut Dawam
Rahardjo hal tersebut terjadi karena pimpinan tertinggi dari bank sentral bukan
lagi direksi Bank Indonesia melainkan Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri
Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank yang mempunyai hak
suara.” Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Pasal 21 UU No.11 Tahun 1953

o Loc cH,

7 M. Dawam RahardJQ dik: 1995, Op.cit, h 84,

¥ Pasal 23 ayat 5, terjemahan bebasnya, “ Atas usulan rapat umum Direksi dan Dewan
Komisaris Presiden (Direktur) dalam mewakili jabatannya oleh Gubernur-Jendral dapat
diskors, atau dengan persetujuan kemudian dari Kami diberhentikan. Dalam usulan
's]\msmg sekaligus diusulkan tentang penggantian sementara”; ayat 6, “Dengan
usulan seropa anggota lain dari D:rek31 dan para Wakilnya oleh Gubernur_jendral
dapat juga diberhentikan™; ayat 7, “ Gaji Presiden (Direktuz) dan masmg -masing
direktur ditetapkan oleh Gubérnur-Jendral”.

™ GH.APrince: 1996, Op. cit, h. 65.

7 Pasal 24 ayat 1 terjemahan bebasnya, * Dari pihak Pemerintah diselenggarakan

pengawasan atas tindakan Bank oleh seorang Komisaris yang mewakili Permerintah,

yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur-Jendral”.

Pasal 23 ayat 1, terjemahan bebasnya, * Presiden (dlrektu:}Bank dengan perscuuuan

kemudian dari Kami, diangkat untuk jangka waktu lima tahun™; pasal 23 ayat 2 “Dalam

rapat urmum Direksi dan Dewan Komisaris untuk penganﬁkatan sebagai Presiden

{Direktur) Bank diajukan dua orang sebagai usulan kepada Gubernur-Jendral”.

77 Pasal 4 ayat 3, terjemahan bebasnya, * Pengorganisasian serta lingkungan kerja
Cabang Bank, kegenan dan penghubung sebagai koresponden tunduk pada
persetujuan Gubernur-Jenderal”,

™ M. Dawam Rahardjo dkk: 1995, O i, h 85,

* Pasal2} UU No.11 Tahun 1933, Bank Indonesia dipimpin oleh: a. Dewan Moneter, b.

ar

Direksi dan, C. Dewan Penasehat, ....".

76




]ndupcndcnm Bank Sr:ntral Dalam UU dan: Praknk dl Indom:sm :

. _Begr{u juga halnya tugas Dewan Moneter d1tetapkan pula oleh Undang~undang

idak ada sata ketentuan yang secara tegas menyatakan tentang

| mdépendén& Bank Indonesia dalam Undang~undang No.11 Tahun'1953.

Hanya saja yang agak lebih Jelas adalah pengakuan bahwa Bank Indones;a’ s

sebagai badan’ hukum: kepunyaan negara yang melakukan mgas tugas :

- beldasarkan undang-undang No.11 Tahun 1953.%

‘Selain itw Bank Indonesia j jtl gal memlhkl 111dependen51 dalam menf:!:ﬂpk&n

"'mstmmen moneter yang: akan dlgunakan smeskipun hanya terbatas pada -

'_pcnetqpan suku bunga dan arah perkreditan # Direksi Bank Indonesiadalam -

. lcng garakan Leblj akan moneter umum yang teiah d1tetapkan Dewan
Monetér melakukannya tanpa ada campur tangan dari plhak lain.¥

Hubungan Barik Indonesia dan Pemsnntah diatur dalam Undan g-Undang
No 13 Tahun 1968. 8 Bank Indonesia sebagzu bank sentral adalah institusi
yang merupakan Lembaga Negara yancf bertugas membantu Pemerintah
terutama dalam menjalankan kebljakan moneter yang telah dltetapkan oleh
Pemenntah Bahkan dalam penjelasan umum dikatakan secara tegas tugas bank
sentral sebagai pembantu Plesxlen sehingza dalam menjalankan tugasnya itu
Bank Sentral harus menyesuaxkannya dengan kebz_;akan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah. .

* Kontrol Pemerintah terhadap Bank Indones;a sebagai bank sentral ini
semakm kuat terutama sejak tahun 1983, sebab dalam Keppres tentang
pcnganckatan Gubemur Bank Indonesia yang disebut mempunyai status
sebagai pejabat tinggi disamakan dengan Menteri Negara. Ini semakin menjadi
bukti bahwa Bank Indonesia dﬂenlpaﬂ(an dalam kedudukan sebagai Pembantu
Presiden, selain itu Presiden dapat] Juga memberhentikan Gubernur dan Direktur-
dir cktur meskipunmasa j jabatannya belum berakhir,

' Bahkan Undang-Undang secara tegas menyebutkan bahwa Gubernur dan
Dlrekttu diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter,* begitu juga
terhadap pemberhentian Gubernur atau Direktur-direktnr meskipun masa
jabatannya belum berakhir dapat diberhentikan sementara dari tugasnya oleh
Pemerintah.® Namun Undang-Undang memberikan hak kepada Gubernur atau
Direktur yang diberhentikan sementara untuk membela diri secara tertulis kepada

o=

® Pasal 21 (2). “Tanggung jawab atas kebijaksanaan moneter berada pada Pemrintah”.

B Pasal 1 ayat2, UU No.11 Tahun 1953

% M. Dawam Rahardjo et al : 2001, Op. ¢it, h 20; Sumitro Djojohadikusumo: 1933 (a), Op.
cit, h. 232,

5 Qey Beng To: 1991, Op.cit, h. 255,

3 Pasal 8 UU No.13 Tahun [968 (1) “ Bank menjalankan tugas pokok tersebut dalam
pasal 7, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah™. (2} * Dalam
menetapkan kebijaksanaan tersebut pada ayat (1} Pemerintah dibantu oleh suatu
Dewan Moneter”.

55 Pasal 15 ayat 3 (a) UU No.13 Tahun 1968

¥ Pasal 17 ayat 2 UU Ne. 13 Tahun 1968.

13
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N Pre51den daiam waktu dua minggu setelah pemberhentian,” dan jika dalam
waktu satu bulan sejak pemberhennan sementara tidak ada pengesahan atas
: keputusan Preszden tentang pemberhentian s sementara 1tu ‘maka pemberhentlan
sementaraitu batal demi hukum.* Adapun besarnya gaji dan pen ghasilan lain
dari Gubemm atau paral Dxrektur 3u ga dltetapkan oleh Premden""‘ atas usuldari
Dewan Moneter . R : :

.Kedudukan Bank Indonesxa sebagal Badan Hukum ' i
_ Kedudukan Bank Indonesm sebagm ‘badan hukumoleh Undan g~undang
: dla_kul secara te gas. Beglm jugahalnya dengan mdependen51 Bank Indonesia
secara tegas diakui | pula oleh undang-undang. Bahkan UndanguUndang Dasar
1945 seteiah amandemen keempat, menyatakan “ Negzua memiliki satu bank
sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung Jawab dan
independensinya diatur dengan undang—undang” % Oleh undang-undang diakui
pula kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum? dan Bank Indonesia
diberi kewemngan untuk mengeiola kekayaan sendiri yang terlepas dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan dalam kedudukannya
sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan
dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.* Sehmgga dengan
kedudukan sebagai badan hukum ini Bank Indonesia selain sebagai otoritas
yang mempunyai kewenangan dalam membuat keputusan, Bank Indonesia juga
dapat mempunyai standard dan pedoman tersendiri dalam memberikan
kemudahan dan memberikan pembatasan dalam lingkup wewenangnya.

Meskipun penyebutan tentang Bank Indonesia adalah badan-hukum
kepunyaan Negara, sudah dilakukan oleh Pasal 1 ayat 2 UU No.11 Tahun
1953 dan dinyatakan pula oleh Pasal 1 ayat 2 UU No.13 Tahun 1968, yang
menyatakan “Bank Indonesia adalah milik negara dan merupakan badan
hukum,...”. Akan tetapi dari kedua undang-undang ini tidak ada penjelasan
mengenai kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara tersebut.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum, tidak diatur
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 TAP MPR No. HII/MPR/1978 atau
oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka Bank Indonesia harus tetap dilihat
sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi setara dengan lembaga tinggi

57 Pasal 17 ayat 3UU No.13 Tahun 1968.

5 Pagal 17 ayat 4 UU No.13 Tahun 1968.

8 Pasal 19 UU No.13 Tahun 1968.

% Penjelasan pasal 19 UU No.13 Tahun 1968.

91 Pasal 23 D UUD 1945,

92 Pasal 4 ayat 3 UU No. 3 Tahun 2004,

% Penjelasan pasal 4 ayat 3 Ul No.23 Tahun 1999 jo penjelasan pasal 4 ayat 3 UU No.3
Tahun 2004.
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negara sepem Ma}ﬂiamah Agung dalam menyeieng garakan peradllan guna

‘menegakkan| hukum dan keadilan,” tetapi Bank Indonesia tugasnya adalah

pai‘dan memelihara kes{abﬂan nilai ruplah Jika: dlhubungkan dengan B

'-t'éta kerjaantara pemenntah dan Bank Indonesxa, maka perandan tugas Bank - L
Indonesia san gatpenting dan barpengaruh sangat’ besar terhadap keh1dupan o

B berbangsa dan bemegara, terutama yang berhubungan dengan masalah ekononn :
e 'perbanlcan dan keuang i - ey -

"énan dan tugas B __ __1k Indonesm yang san gat besar dan berpengaruh
asalah ckonomi dan _pelbankan ini dapat disetarakan den \gan fungsi

. Mahkar_riah 'Agunc dalam penegakan hukum dan keadilan. Kemudian dengan

: mdependen51 yang dlbenkan oleh Undang—Undang Dasar dan undang-undang
tentang Bank Indonesm kedudukan Bank Indonesia tidak berada dibawah
kontrol Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan apalagl mengmgat
pengangkatan Gubemu_l Bank Indonesia baru dapat dilakukan oleh Presiden
setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian
kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, tidak
dapat disamakan dengan lembaga tinggi negara, dan tidak mungkin pula dapat
disamakan dengan kedndukan Presiden sebagai kepala negara sebagaimana
dikemukakan oleh Didik J. Rachbini, Suwidi-Tono dkk.** Seperti juga
dikemukakan oleh Nico Daryanto, “Karena Presiden itu juga kepala negara,
maka pasti tidak akan ada tingkat dari Bank Indonesia ini ditempat Presiden
itu, pasti di bawahnya™.*® Sebagaimana juga dikemukakan oleh Yusril Thza
Mahendra, konsekwensinya apabila Bank Indonesia menjadi lembaga tinggi
negara, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat sewaktu-waktu untuk memanggil
Bank Indonesia kecuali dalam rapat konsultasi, sehingga akibatnya akuntabilitas
Bank Indonesia menjadi berkurang ”

. Dari Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesm kedudukan
bank sentral tidak pernah ditegaskan sebagai lembaga tinggi negara atau sebagai
alat perlengkapan Negara. Pada UUD 1945 sebelum diamandemen, yang
diakui sebagai lembaga tinggi negara adalah Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung,”® Badan Pemeriksa Keuangan dan
Mahkamah Agung dan kemudian hal ini semakin ditegaskan oleh Pasal 1 ayat
(2) TAPMPR No. MI/MPR/1978. Begitu juga dengan UUD Sementara 1950,

® Pasal 24 ayat | UUD 1943,

% Didik J Rachbini, Suwidi Tono dkk : 2000, Bank Indonesia Menuju Independensi
Banlk Sentral, PT. Mardi Mulyo, Jakarta, h. i67.

% Sekretariat Komist VIII: 1999, Peroses Pembahasan Rancangan Undang-undang
Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku IF, Sekretariat Jenderal DPR R,
Sidang 10 Maret 1999, h. 27.

¥ Amandemen UU BI dan RUU Keuvangan Negara Seabiknya Tunggu Amandemen
UUD, Suara Pembaruan, 14 Aprii 2001,

% Dihapus dalam Perubahan IV [0 Agustas 2001.
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_ yang dmyatakan sebaoa,l alat perlengkapan Negara adalah Preaden dan Wakil-
- Presiden; Menteri-menteri; Dewan Perwakilan Rakyat Mahkamah Agung dan
. Dewan Pengawas Keuangan % Adapun dalam Konstitusi Repubhk Indonesia
- -'-Senkat yang dmyatakan sebagai alat-alat perlenokapan Federal Republik
~ Indonesia Serikat ialah Presiden; Menteri-menieti; Senat; Dewan Perwakilan
o Rakyat Mahkamah Aﬂunc Indonesm dan Dewan Pengawas Keuangan 106

SRR Pasal pasal tertentu dari UUD yang pemah berlaku di Indo i
o menunjukkan bahwa Bank Indonesia Sebag::u bank sentral atau 3uga dlsebut
s i banksnkulasi tidak pemah dﬂcategmﬂcan sebagau lembaga tinggi. negara
"--ka]aupuﬁ Gubernur. Bank Indones;a diperlakukan sebaga_l pejabatiin igginegara
disamakan dengan menteri negara seperti pada masa pcmenntahan Presiden
Soeharto, tetapl pemermtah tetap, memperlakukan Bank Indonesxa sebagal
’oagian dari pcmermtah :

Dengan diakuinya mdependen31 bank sentr ai oleh konstltus; maka p05151
mdependen31 Bank Indonesia sebagai bank sentral mutatis mutandis diakui
pula oleh UUD 1945, sehingga kedudukan Bank Indonesia sebagai bank
sentral diakui pula independensinya, artinya Bank Indonesia adalah lembaga
negara yang terpisah dari Pemerintah: Tetapi terpisahnya Bank Indonesiadari
pemerintah harus dilihat terpisah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan
secarainstitusi tetap merupakan bagian dari pemerintah, dengan kata lain, “‘Bank
Indonesia berada di luar kabinet tetapi tetap dalam struktur Pemerintahan”,'®
Bank Indonesia tetap menjadi bagian integral dari Pemerintah.'” Sehingga
hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah hubungan koordinatif
khususnya dalam bidang moneter,'® sebaoaunana diatur dalam undang-undang
tentang Bank Indonesia.

" Dari sisi fungsinya maka Bank Indonesia  dapat dikategorikan sama
dengan fungsi kementerian negara, tetapi bukan bagian dari kabinet,' dan
peraturan yang dibuatnyapun sejajar dengan keputusan Mentert, sehagaimana
dikemukakan oleh pejabat Departemen Kehakiman dalam Rapat ke 15,

% Pasal 44 UUD Sementara 1950.

W Bab I11, Perlengkapan Indonesia Serikat Ketentuan Umum, Konstitusi Republik Indo-
nesia Sertkat.

W' H, Soelaiman Biyamiho, dalam Sekretariat Komisi VIIT: 1999, Buku 11, Op. cit, Rapat
Kerjal, tgl 2 Maret 1999, h. 36.

2 Nico Daryanto datam ibid, h 41,

0% Suwadii M, SIP, dalam ibid, h 29,

4 Hendra Nurtjahjo, Mustafa Fakhri, Fitea Aseil: 2002, Eksistensi Bank Sentral Dalam
Konstitusi Berbagal Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukom Uni-
versitas Indonesia, h 88.
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penyusunan Undang-Undang Bank Indonesm tanggal 25 Maret: 1999 103 atau _
dencan istilahnya Stem ‘the hlghest executz ve state. boa’ fes? 108 :

Ka}au dilihat dari 5131 konsntusa terutama dalam kaltannya dengan stuch
iemb'wa negara maka’ penyebutan “Bank Indonesia adalah 1embaga negara
negara.......” sebagzumana dimaksud oleh Pasal 4 ayat 2 UU No. 23 Tahun
1999 guncto UU No. 3 Tahun 2004 ini tidak dikenal dalam konstitusi yang

o -pemah berlaku di Indonesza Bevuu juga deno’an Ketetapan MPR No. ny

MPR/ 1978 yang secara tegas menyata}\an bahwa MPR adalahlembaga tertinggi
negar: sedangkan Plesmlen DPA, DPR, BPK dan Mahl\amahAﬁung disebut
*sebagzu lembaga tinggi negara Dencan demlklan maka penyebutan lembaga :
negara yang tidak ‘ada landasan konstltuswnalnya ini dapat menimbulkan

kerancuan'”’ dan‘'mudah j Jugamenimbulkan multi tafsir tehadap posisi Bank

Indonesia sebagai bank sentral..Untuk menghindari kerancuan dan multi tafsir

tentang Bank Indonesia maka seharusnya dalam undang-undang tentang Bank

Indonesia penyebutan Bank Indonesia sebagai “lembaga negara” dihilangkan,

tetapi cukup disebut Bank Indonesia adalah bank sentral'® yang independen.

"‘Alasan lain untuk menghilangkan sebutan lembaga hegara, karena
kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara jika dibhubungkan dengan
pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, bukanlah lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, akan tetapi kewenangan

Bank Indonesia sebagai lembaga diatur oleh undang-undang, sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 23 D UUD *45. Dengan demikian maka akan menjadi

sangatjelas posisi Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral yang independen,
bukan sebagai lembaga negara yang tidak jelas posisinya.

" Dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen
dan terpisah secara fungsional dari pemerintah, pertanyaan yang timbul apakah
dengan konsep Bank Indonesia sebagai bank seniral yang independen ini tidak
merupakan pelanggaran terhadap asas kekeluargaan dengan rujukan
konstitusionalnya Pasal 33 UUD 1945 ? '

Dari ketentuan undang-undang menjawab pertanyaan ini tidak terlalu
mudah, namun dari ketentuan Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2004, secara umum
dapat dikemukakan bahwa dengan independensi Bank Indonesia tidak terjadi
pelanggaran konstitusional khususnya Pasal 33 UUD 1945. Argumen ini

105 Sekretariat Komisi VI, Sekretariat Jenderal DPR RI: 1999, Peroses Pembahasan
Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku
1V, Rapat ke 15, tanggal 25 Maret 1999, h. 79,

96 Klaus Stern : 1999, The Note-Issuing Bank within the State Structure, in Deutsche
Bundesbank (ed): F ifty Years of the Deutsche Mark, Central Bank and the Currency
in Gemany since 1948, Oxford University Press, h, 111,

197 Sutan Remy Sjahdeini: 2001, Tingkatkan Peran DPR untuk pertajam akuntabilitas BI,

s Bisnis Indonesia, 5 Februari 2001.

Loc. cit.




_ yw'm:mm ol. 3 No. 3 - Sepiember 2006, -

: dasamya karena mj uan Bankfndonesm itu adalah memelihara kestabﬂan nilai
rupiah, dengan cara melaksanakan kebij akan moneter yang bmkelanj utan,
~konsisten, transparan ¢ dan memperambanbkan kebijakan umum pemerintah di
__'b1dang perekonoxman Sebagaimana diterangkan dalam penjelasan umum
UU No, 23 Tahun 1999 bahwa “kebijakan moneter adalah merupaLan bagian
-_penimg dari kebljakan pembanounan ekonoxm ' dan “kestabilan nilai rupiah
_dannilai tukar yang wajar merupakan prasyarat bagl tercapainya pertumbuhan
“ekonomi 3 yang. berkasmambungan dan pada gilirannya akan meningkatkan
: _kese}ahteraan rakyat”. Ini berarti dari segi tujuannya Bank Indonesm berru;uan
“uniuk menjaga kestabﬂan mlai mplah yan g diharapkan mempeﬁ(uat pertumbuhan
' ekonorm dan pada akhlrnya akan mendatanakan kemakmuran bagi masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesta j juga masih mempunyal kewajiban untuk
membel ikan pertimbangan ‘dan pendapat kepada pemerintah mengenai
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain.'"”®
Sehingga ini dapat diartikan, sebagai benfuk partisipasi Bank Indonesia dalam
rangka melaksanakan dan menyusun perekonomian berdasarkan atas asas
kekeluargaan untuk sebesar-besarnya mencapai kemakmuran bagi rakyat.
Penyelenggaraan perekonomian nasional atas dasar perinsip kebersamaan
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, ditegaskan
pelaksanaannya dalam ketentuan Pasal 58 ayat 6 (b), dimana Bank Indonesia
berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka
mengenai rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter. Ini berarti
bahwa informasi tentang kebijakan moneter sebagai salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat, disampaikan agar
masyarakat dapat mengetahuinya secara terbuka dan transparan. Apalagi
mengingat bahwa secara umum diakui, diberikannya independensi kepada
bank sentral adalah sebagai upaya untuk menjadikan bank sentral lebih efisien
dalam melaksanakan tugasnya. Dengan independensinya Bank Indonesia tidak
meninggalkan landasan konstitusional tentang pengaturan ekonomi yang disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pemisahan fungsi Bank Indonesia dari Pemerintah adalah untuk
menciptakan efisiensi bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya,
karena menurut Didik J Rachbini, “asas efisiensi adalah refleksi berlakunya
ststem ekonomi pasar”,''® dan menurut Didik J. Rachbini, ekonomi pasar sosial
ini terlihat 1deal sebagaimana berkembang di Eropa Barat dan Skandinavia.'"!
Namun penggunaan kata efisiensi terutama dalam hubungannya dengan pasal
33 UUD 45 ini bukan tidak menuai kritik seperti dikemukakan oleh Mubyarto,

19 Pagal 54 ayat 2 UU NO. 3 Tahun 2004.

"9 Didik J Rachbini: 2004, Ekonomi Politik — Kebijakan dan Strategi Pembangunan,
Granit, h. 187.

1 Ihid, h. 187-188.
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_ “eﬁs;ensz sebetuinya k.ehm chsebut sebaga; asas karena hanya sckedzu pnnszp
alokasl sumberdaya”;! Li2 begitu _]Uﬂa “dalam. Sumbang Sarandari Simposium
UL 245 Pasca Amandemen, yang diselenggarakan The Habible Center bahwa;
. “ Ka' ﬁsmns; mempakan representaa danhberahsas1 ekonorm dankedaulatan _

' sebagaz négara yang menganut faha'rn welfare state kepada Bundesbank_
diberikan 1ndependen51 se;ak awal dan diakui oleh konstitusi secara tegas.
Menurut Amtenbrink garansi’ ‘dari konstifusi terhadap mdependenm ini adalah
untuk memberi panoakuan prinsipk  keadilan sosial dan negara kesej ahteraan,
dengan alasan, “.this prmczple oblzges the Siate 'to erzforce monetary
stability, which in return can only be prowded for by .an'independent
monetary institution”."'s Apalagi mengmgat pengakuan independensi
Bundesbank dari pemerintah oleh konstitusi ini hanya terbatas pada hak tertentu
sebagaimana dikatakan oleh Stern adalah “..will not find that the Bundesbank
is independent per se, but rather that it is independent in respect of certain

ﬁmcaons’ 16 Dalam pada im apa yang dilakukan oleh Bundesbank membantu

ekonomi dari pemerintah, yang fujuannya adalah mencaptakan keadilan sosial
dan menmptakan kemakmuran, karena menurut Amtenbrink, “... g healthy
currency and monetary sistemis -certainly an important element suppomng
a. democracv based on the prmcaple of social justice and the welfare
state,..”.!"” Hal ini sama dengan yang terjadi terhadap independensi Bank
Indoneﬂa yang 1ndependen dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya,
bebas dari campur tangan Pemerintah, untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Dan menurat penj jelasan umum UU No.23 Tahun 1999,
kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar adalah merupakan salah satu
prasyarat untuk tumbuhnya perekonomian bcrkelanjutan yang akan
mendatangkan kesej ahteraan bagi rakyat '

N2 Mubyarto: 2001, Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi, Edisi
Pertama, Aditya Media Yogyakarta, h. 49,

13 The Habibie Center: 2004, Sumbang Saran dari Simposium UUD '43 Pasca
Arg%ndemen tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, The Habibie Center,
h

" Ihid, b, 27,

15 Fabian Amtenbrink : 1999, The Democraiic Accountability of Central Bank, Hart
Publishing, Oxford and Portland, h.161.

16 W laus Stern 1 1999, Op. cir, h. 150,

"7 Fabian Amienbrink : 1999, Op. cir, h.162.
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Dalam pada 1tu kalau’ chhhat pada teks memmbanfr No. 1 maka UU No.

' 23 Tahun 1999 dan UU No. 3 tahun 2004, secara tegas. men_] adikan Pasal 33

. ‘UUD 45 sebagai landasan konstzmsmnalnya, sehingga ini berarti UU tentang

_ Bank Indonesia disusun dengan mengingat jiwa dari Pasal 33 UUD ‘45. Dengan
‘merminjam cara penafsuan terhadap UU No, 7 /1992 tentang. Perbankan yang

‘dilakukan oleh Jimly Asshiddigie,"* maka akan dikemukakan bahwa dengan
jd;}admmya konsideran mengingat] No L Pasal 23D dan Pasal 33 Undang-

-+ “Undang Dasar: Negara Repubhk Indones1a Tahun 1945” da.}arn UU No, 23
-tahun 1999 dan dalam UU No..3 Tahun 2004 yang juga menyatakan «..Pasal

23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indones1a Tahun

19457, maka keblj akanyang dipilih untuk memberikan mdependenm kepada
Bank Indonesia adalah sebagai satu kebgakan yang dianggap merupakan
penjabaran dari Pasai 3300D 45, Artmya independensi yang diberikan kepada
Bank Indonesia -didasarkan pada jiwa Pasal 33 UUD ’45 dan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD *45. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia tidak
beﬂentangan dengan cita-cita Juhur dari Pasal 33 UUD ’45.

Badan Superml '

_Badan Superv151 adalah badan baru yang chbentuk berdasarkan Undang-
undang No. 3 Tahun 2004 Pembentukan badan Supervisi ini mengikuti anjuran
dari Team Panel yang dibentak oleh Bank Indonesia bersama IMF.''* Meskipun
rumusan tentang tugas Badan Supervisi dalam Undang-undang No. 3 Tahun
2004 sangat berbeda daii yang diusulkan oleh Team Panel, terutama mengenai
tugas Dewan Supervisi yang berhubungan dengan usulan pengangkatan
Gubernur dan anggota Dewan Gubernur kepada Presiden sebelum Presiden
menyampaikan usulan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat, begitu juga
halnya tentang usulan pemberhentian anggota Dewan Gubernur kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

- Dalam rangka menghindari kemungkinan kesulitan yang akan dlalaml
Bank Indonesia pada masa yang akan datang karena adanya perselisihan antara
Bank Indonesia dan Pemerintah yang berkuasa dan juga menguasai Dewan
Perwakilan Rakyat, maka mekanisme penilaian kinerja Bank Indonesia harus
diatur secara jelas dalam undang-undang. Selain ita harus ditentukan pula bahwa
dasar dan cara penilaian yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus

' Jimly Asshidigie : 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyar Dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya Di Indonesia, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, h. 241,

" Anggota team panel ini terdiri dari Dr. Boediono; Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeint,
Roberto Zahler dan Donald Brash ( lihat Panel Report on Proposed Amendements of
Bank Indonesia Law: 2001, k 2). Saya mendapatkan dokumen ini atas jasa baik
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini.
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. disampaﬂs.an secara transparan kepada masym’akat dengan cara meﬁ}’ampalkan__ IR

B pﬁnﬁa;an itu secara terbuka melalui media massa.

. dléxm pentingnya peran dari Badan Supervm 120

N Rakyat 122 Oleh kaxena 1tu Badan Supervzsmtu sanfraﬂah penﬁng karena badan._ =

inilah yang akan beriu; gas ‘melakukanpen gawasan terhadap bidang tertentu,
membei ikan kajian terhadap laporan keuangan tahunan Bank Indonesia,'®
telaahan le}.h‘ldap anggaran operasional dan investasiBank Indonesia,'* dan
ka};an atas prosedur: p_ex_l_ga_mbllan_ keputusan kegiatan operasional diluar
kebijakan moneter danpengelolaan aset Bank Indonesia.'> Meskipun dalam
penjelasan lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Supervisi dalam menjalankan
tugasnya ini tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan
tidak ikui dalam mengamb11 keputusan dan memberikan penilaian terhadap
kablj akan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank
serta bidang lain yang mempakan penetapan dan peiaksanaan kebgakan
monetel : - .\

:-Akan tetapi dengan pembatasan yang dlbenkan oleh undang-undang
terhadap cakupan luasnya tugas pengawasan dan Badan Supervisi sebagaimana
dijelaskan dalam penjelasan Pasal 58 A ayat 1, maka Badan Supervist ini tidak
akan bermanfaat banyak bagi kepentingan akuntabilitas Bank Indonesia.
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Supervisi ini lebih merupakan
“pengawasan intern”, karena Badan Supervisi ini fidak diperbolehkan
mencampuui dan menilai kebijakan Bank Indonesia, tidak pula mempunyai hak
untuk mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur, tidak pula dapat menyampaikan
informasi secara langsung mengenai pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

Kalau tugas Badan Supervisi dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2004
ini dibandingkan dengan tugas Komisaris, menurut ketentuan dalam Pasal 22,
23 dan 24 Undang-Undang No. 13 Tahun 1968, maka akan terlihat kemiripan
fungsi antara Badan Supervisi ini dengan Komisaris Pererintah, meskipun dalam

120 Pasal 38 A U No.3 Tahun 2004

12t Pasal 58 A ayat I UU No.3 Tahun 2004

122 Basal 58 A ayat 6 UU No.3 Tahun 2004

123 Penjelasan pasat 58 A ayat T (a) UU No.3 Tahun 2604
124 Penjelasan pasal 58 A ayat 1 (b) UU No.3 Tahun 200+
122 Penjelasan pasal 58 A ayat 1 (¢) UU No.3 Tahun 2004
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‘beberapa: h"d ada pelbedaan sepern mlsa]nya Badan Supervisi tidak berhak
untuk menghadiri rapat Dewan Gubernur, % sementara Komisaris Pemerintah

- mempunyai hak untuk menghadini rapat Direksi, 12 meskipun kesamaan tu gasnya
adalah da}am melakukan pengawasan terhadap Bank Indonesia. - e

Oleh karana 1m Badan Supervisi ini sepatumya diberi kewenan gan untuk
meiakukan pemlalan terhadap kebg akan dan kinerja Gubernur Bank Indonesia
- -dan dengan dasar: pemlaaan ini pula kelak Dewan Perwakilan Rakyat dapat

" ‘memberikan salah'satu alasan penﬂaxan terhadap kinerja Bank Indonesia secara

* obyektlf A.rtmya fung31 Badan Superwsa ini seharusnya diperluas bukan
berfungsiunmk melakukan | ‘pengawasan intern” terhadap Bank Indonesia, tetapi
juga berhak memberikan penilaian terhadap kebijakan dan terhadap kmerja
Gubernur Bank indonesm Dengan demikian, maka Badan Supervisi ini tidak
hanya menj jadi perpanjangan tangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugas
yang sangat terbatas, seperti mengkaji laporan keuangan tahunan, mengkaji
anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia, serta melakukan telaahan
terhadap prosedur pengambilan keputusan kegiatan operas10nal d1 Iuar kebgakan
moneter dan penoelolaan aset Bank Indonesia.’

 Perluasan tugas Badan Superv1s1 ini selayaknya juga dipertimbangkan
seperti Federal Advisory Council dari Fed, yang bertugas selain sebagai
penasehat dari Board of Governors, tetapi juga berhak membuat opini secara
lisan dan tertulis mengenai masalah yang dihadapi oleh Board dan juga membuat
rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter.'*® Ini berarti tugas dari
Badan Supervisi selain melaksanakan tugas memberikan kajian terhadap laporan
keuangan tahunan Bank Indonesia,' telaahan terhadap anggaran operasional
dan investasi Bank Indonesia,”™ dan kajian atas prosedur pengambilan
kepuinsan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan
aset Bank Indonesia."®' Penjelasan pasal 58 A ayat 1 (¢) UU No.3 Tahun
2004

Tetapi selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
kewajiban Dewan Gubernur, juga dapat memberikan nasehat kepada Dewan
Gubernur, dan dapat bertindak untuk menjadi penghubung dan penerus
komunikasi antara Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat.

26 Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, hal ini harus ditafsirkan bahwa tidak ada
larangan bagi Ketua atau anggota Badan Supervisi vntuk hadir dalam rapat Dewan
Gubernur apabila Dewan Gubernor memintanya, lihat Prof, Dr.Sutan Remy Sjahdeini,
S.H. : 2005, Badan Supervisi Bank Indonesia: Tugas dan Wewenangnya, Paper tidak
diterbitkan, h. 7.

*7 Pagal 23 ayat 3 UU No. 13 Tahun 1968.

12812 USC Sec. 262,

129 Penjelasan pasal 58 A ayat | {a) UU No.3 Tahun 2004

130 Penjelasan pasal 38 A ayat 1 (b) UU No.3 Tahun 2004

1} Penjelasan pasal 58 A ayat 1 (¢) UU No.3 Tahun 2004
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Mesklpun anggota dari Badan Supemsx ni terdm dan Orang-orang.yang .

mempunyaz integritas;: moralitas,’ kemampuan/kapablhtas/keahhan S

: professmnahsmedanbexpenvalaman chbldang, ekonomi, kevangan, perbankan,

atauhukum, tetapl ini semua tidak menjamin bahwa semua anggota Badan
Superv131 dapat menj jalankan tugasnya secara baik dan sempurna, bila tidak
adajaminan bahwa mereka dapat bekerja secara ba1k dan hasil pekerjaannya

mendapat pcnghargaan Olehkarénaitn sepatutnya diatur. tentangtatacara. ...

. pemberhentian dan harug dxtentnkan syarat-syamt yang dapat dgadxkan aiasan'
: untuk membementlkm seorang anggota Badan Superw& s

_ _Perubahan Dalam Rangka Independenﬂ

_ Untuk tetap men;adlkan Bank Indonesm sebagm bank sentral yang
1ndependen harus dilaknkan perubahan termasuk | penegasan independensi
dalam beberapa pasal pada UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun
2004. Pertama, usul perubahan terhadap ketentuan Undang Undang No.23
Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004, yaitu pada bunyi Pasal 4 ayat 2. Dalam
Pasal4 ayat 2 ini, harus ada penegasan dan penjelasan bahwa Bank Indonesia
adalah bank sentral yang independen dan berada di luar pemenntahan, sepertl
tennuat dalam penjelasan umum UU No,23 Tahun 1999. '

Sebaoamana ditegaskan dalam Pasal 23D UubD 45 “Negara memiliki
satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,
dan independensinya diatur dencran undang-undang.” Dengan demikian,
ketentuan Undang-Undang Dasar ini merupakan landasan konstitusional bagi
mdependen51 Bank Indonesia. Undang—Undang No. 23 Tahun 1999 jo UU
No.3 Tahun 2004 secara pasti dapat dikatakan sebaga1 pengaturan mengenai
bank sentrai termasuk mdependensmya

Dengan landasan konstitusional itu, independensi yang diberikan kepada
Bank Indonesia sangat jelas dan sangat tegas, bahkan tidak terbantahkan.
Penegasan independensi semakin nyata dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 UU No.3
Tahun 2004, yang menyatakan, “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang
independen dalam melaksanakan tagas dan wewenangnya, bebas dari campur
tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur dalam undang-undang ini.” Adapun yang menjadi tugas yang harus
dilaksanakan oleh Bank Indonesia tersebut secara jelas dinyatakan oleh Pasal
8 UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004. Dalam pelaksanaannya,
pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan, bahkan Bank
Indonesia wajib menolak dan harus mengabaikan segala bentuk campur tangan
dalam rangka pelaksanaan tugasnya tersebut.

Dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 yang baru ini, dan tidak adanya keterangan
dalam penjelasan wmum tentang kedudukan Bank Indonesia yang berada
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_ d1 luar p&menntahan se]mnga aiqbamya posisi Bank Indonesia’ sebageu lembaga
' negara yang berada di luar pemenntahan menjadi tidak setegas seperti yang

o _dmyatakzm dalam pengelasan umurn UU No. 23 Tahun 1999, Di sini dinyatakan,

“Kedudukan Bank Indonesia sebageu Iembaga negara yang mdependen berada:
“dilnar pemermtahan sebagalmana dltetapkan dalam: undang-undang ini.”
Kondisi tersebut memungkmkan terjadinya conflict of i interest, sebagaimana
- pernah tm]a(h pada masa pemenntahanAbdurralnnan Wahid — - padahal ketika
itu kedudukan Bank Indonesia secara tegas tf:lah dmyatakan sebaga; Iembaga_
necara yang beradadi luax pemenntahan &

~Untuk menghmdan tlmbulnya mterpretas1 yang berbeda terhadap
kedudukan Bank Indonesia, maka penegasan kedudukan Bank Indonesia
sebagai | bank sentral yang independen dan berada di lnar pemenntahan akan
lebih baik bila secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar sebagai
landasan konsntuszonai Penyebutan kedudukan Bank Indonesia dalam Undang-
Undang Dasar ini akan memperkuat fung31 Bank Indonesia yang sama dengan
fungsi Iembaga tinggi: negara yang lain, Seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau
Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung Namun jika halini tidak
munvkm dﬂakukan maka cukup dltegaskan dalam pasal dari tmdang -undang
yang mengaturnya, pahng tidak ada dalam penjelasan umum dan penjelasan
pasal demi pasal; begitu juga penggunaan Kata “lembaga negara” dalam Pasal
4 ayat 2 sebaiknya dihilangkan, agar tidak menimbulkan multi interpretasi
terhadap kedudukan Bank Indonesia sebagzu bank sentral yang independen.

- Sebagm landasan bagx pennkiran untuk menempatkan Bank Indonesia
pada fungsi sama dengan lembaga tinggi negara vang lain, karena pentmgnya
fungsi Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rapiah. Selian itu, karena tugas Bank Indonesia berpengaruh
sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang
berhubungan dengan masalah ekonomi, perbankan dan keuangan. Penting dan
besarmya pengaruh tugas Bank Indonesia sama seperti luasnya cakupan tugas
Mahkamah Agung dalammenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Dengan demikian, Bank Indonesia layak ditempatkan dalam
kedudukan sebagai lembaga negara, yang setara dengan kementerian.

~ Namun dengan independensi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, kedudukan Bank Indonesia
sebagai bank sentral ini tidak berada di bawah kontrol Presiden sebagai kepala
pemerintahan. Dan juga pemilihan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia
tetap harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pertanggung
jawabannyapun harus dilakukan kepada lembaga perwakilan ini. Independensi
Bank Indonesia ini harus ditegaskan bukan hanya terbatas pada penetapan
kebijakan moneter atau independen secara fungsional, sehingga tidak ada
kewajiban Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas kredit kepada pemerintah.
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B _Selam;tu Banklndonesmgugatetaphamsmdependen secara organisasi dalam_.'_ _'

_ ammdependen daiam melalmkanpemﬂlhml persoml atau pemberheauan pemnﬂ o

L -Alasan lam yang Juga sangat pcntmg dalam menempatkan Bank Indonew o

o -31a sebagaz lembaga negara yang beradadi luar pememntahan adalah dalam - -

hubung gan dengan kedndukanlembagakeuanganini sebagai badan hokum.
Sebagai badan hukum Bank Indonesia harus dianggap sebagai badan hukum
yang terpisah dari pemerintah, dan bukan merupakan bagian dari pemerintah,
sehmgga kedudukannya tidak sama dengan pemermtah meskxpun kegzatan

putusan dalam perkara “Trendrex demg Corp Vs Central Bank of Nige-
R : o . .

-Oleh karena ada_nya pem;sahan fung31 antara Bank Indonesia dan
pemerintah, maka harus ada satu perubahan pasal yang secara tegas mengatur
hubungan Bank Indonesia dan pemerintah yang dengan jelas dan tegas
menyatakan adanya pemisahan fungsi antara Bank Indonesia dan pemerintah.
Halini sebagaimana diatur oleh Bab VI, yaitu Pasal 52, 53, 54, 55 dan Pasal

56, terutama dalam menjalankan kebijakan moneter.

~-Sebagai contoh bisa dilakukan perubahan pada Pasal 52, dengan
menambahkan satu ayat yang secarategas menyatakan adanya pemisahan fungsi
antara-Bank Indonesia dan pemerintah. Dengan terpisahnya fungsi Bank
Indonesia dengan pemer;ntah ini, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang
kas pemerintah,

“Dengan adanya pemisahan fung31 antara pemerintah dan Bank Indonesia,
hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia mengenai
kebijakan ekonomi dan perbankan harus dilakukan secara langsung oleh
pemerintah dan Bank Indonesia. Pengaturannya didasarkan pada ketentuan
Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2004, sedangkan kewajiban untuk berkoordinasi
mengenat penerbitan surat utang negara agar tidak berakibat negatif terhadap
kebijakan moneter, hal it harus dilakukan sebagaimana ditentukan oleh Pasal
55 UU No.3 Tahun 2004,
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3 _ S ..:3: }’erubahan uniuk Menetapkan Target yang Hendak chapal

_ " Bank Indones1a-adaiah mencapaidan memehhara kesmbﬂan nﬂe_u p_;a}i ? Tujuan
S 3'sep@r_tt ini sudah menjadi tu]uan ﬂmumnya dan bank bank sentral yang ada.

: Mengmgat dalam rangka mencapai dan memelihara kestabﬂan nilai mp]ah

T 7y itujugatergantung pada laju inflasi, maka seharusnya sasaran laju inflsi tidak
P --_-hanya dltetapkan oleh pememnlah sebagalmana dmyatak'm dalam penjelasan
- Pasali10 ayat1 hurufa UU Ne, 3 Tahun 2004, detapi selayaknya hal tersebut

.dltetapkan secara bersama oleh pemenntah dan Bank Indonesia, seperti Target
'PolzcyAgreemenr yang dxbuat oleh Menten Keuangan dan Gubemur Reserve
Bank of New Zealand . &, :

Kepumsan tentang sasaran laju mﬂasx ini d:tentukan secara bersama oleh
pemermtah danBank Indonesia, agar ada alat ukur untuk menilai keberhasilan
Rank Indonesia dalam: melaksanakan tugasnya mencapal dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Adapun dasar penilaiannya ditentukan secara bersama
oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Kesepakatan antara pemerintah dan Bank
Indonesia tentang sasaran laju inflasi ini akan menjadi dasar bagi Dewan
Perwakilan Rakyat ketika memberikan penilaian terhadap kinerja Dewan
Gubernur dan Bank Indonesia. Penilaian keberhasilanitu tentu berdasarkan
laporan tfriwulan atau laporan tahunan Bank Indonesia kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, sebagaumana chmaksud oleh Pasal 58 UU No 3 Tahun
2004.

- Jadi yang ingin ditegaskan di sini adalah perubahan terhadap penjelasan
atan bunyi Pasal 10 ayat 1 UU No.3 Tahun 2004, yaitu bahwa sasaran laju
inflasi ditetapkan secara bersama oleh pemerintah dan Bank Indonesia, yang
pelaksanaannya ditentukan sebagai satu perjanjian antara pemerintah dan Bank
Indonesia. Perjanjian ini merupakan hal yang akan dicapai oleh Bank Indonesia
dalam tugasnya memelihara kestabilan nilai rupiah, sebagaimana dinayatakan
dalam pasal 7 ayat 1 UU No.3 Tahun 2004.

Perubahan tentang Pemberhentian Dewan Gubernur

Hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan adalah Pasal
48 UU No.3 Tahun 2004, yaitu mengenai pemberhentian Anggota Dewan
Gubernur. Jika ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 58 ayat 3, seharusnya
ada alasan lain yang dapat digunakan untuk pemberhentian dewan gubermnur
dari jabatannya, sehingga bukan hanya anggota dewan gubernur yang dapat
diberhentikan secara perseorangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 48. Akan
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gubemm dapat drlakuka.n sepan}ang mcmenuhl syarat bahwa menurut peml'uan _
. Dewan Perwakﬂan Rakyat kmerja Bank Indonesiaiti selama tiga tahun
- berturut—mrut Hdﬂk sesum dengan target yang telah dxsepakau olch pemenntah S

anggota dewan Gubemur hanis chlakukan secara_

o f, f_:’béB', tanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan antara
S pemenntah dan Gubernur Banklndonesm adalah tanggung Jawab seluruhanggota -

- ~ dewan Gubernur, bukan hanya menjadi tanggung jawab Gubernur sendiri.

Den gan demikian, yang dapat diberhentikan bukan hanya Gubernur, seperti
yang terjadi di New Zealand, tetapi juga seluruh Anggota Dewan Gubernur.
Namun tata cara pemberhentian dewan gubemur harus diatur juga, agar tidak
memmbulkan pengamh buruk terhadap kegmtan dam Bank Indonesxa .

Dalam hal pemberhenﬁan secara kolektifml pemberhenuannya baru dapat
dﬂa}qﬂgm setelah melewati kurun waktu tenentu Secara definitif, pemberhentian
baru dapat dxlakukan oleh Premden dengan pel setu_;uan Dewan Perwakilan
Rakyat :

?eru‘iaahan Tentang Pencaionan Kembah Anggota Dewan Gubernur

"“Ketentuan lain yang harus diatur berhubungan dengan pemberhentian
dewan Gubernur adalah tentang pencalonan kembali anggota dewan Gubernur
untuk menjadl Gubernur, deputi Gubernur senior, deputi Gubernur yang telah
dlberhentxkan karena kinerjanya dintlai oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak
sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh gubernur Bank Indonesia dan
pemerintah. Yang sangat patut, seharusnya Gubernur, deputi Gubernur senior,
deputi Gubernur tidak dapat dicalonkan kembali untuk menduduki jabatan yang
pernah dipegangnya, karena mereka telah dinilai gagal dalam melaksanakan
tugas yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itn, ketentuan pencalonan
anggota dewan Gubernur Pagal 40 UU No.3 Tahun 2004 harus ditambahkan
dengan syarat Jain, yaifu: belum pernah diberhentikan dari jabatannya sebagai
Gubernur bagi calon Gubernur, deputi Gubernur senior bagi calon deputi
Gubernur senior dan deputi Gubernur bagi calon deputi Gubernur,

Perubahan Tentang Akuntabilitas Sosial Dewan Gubernur

Yang juga patut dipertimbangkan adalah perubahan pada Pasal 58 ayat 6
UU No.3 Tahun 2004. Pada Pasal 58 ayat 6 atau penjelasannya paling tidak
harus dinyatakan bahwa informasi kepada masyarakat harus merupakan bentuk
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. tanggung 3awab sosial dari dewan Gubemur atan Bank Indonesw, sebagal
lembaga pubhk secara langsung kepada masyarakat Dengan laporan ini pula
‘masyarakat. dapat memberikan penilaian terhadap kinerja dewan Gubernur.
Bank Indonesia dan Bank Indonesia. Penilaian oleh masyarakat tentang:

~keberhasilan dan keudakberhasﬂan Bankhdones;a ini dapatdigunakan oleh

. sentral 1tu Selam itu, pemlalan oleh masyarakat ini pentmg agar tidak tE:J.]adl.
= pOhtlS&Sl ketika penilaian dilakukan oleh lembaga politik seperti Dewan
' 'Perwakﬂan Rakyat terhadap kmerja Bank Indonesia. Arunya biar -penilaian

- :oleh Dewan Perwal\ﬂan Rakyat dapat dlketahux darl pemlaaan yang dﬂakukan'
- oleh masyarakat '

Pembahan untuk ieblh transparan . - ¥ 3
Agar Bank Indonesm schagal bank sentral yang mdependen men;adl
lebih transparan dan lebih tegas tanggung Jawabnya kepada masyarakat, Bank
Indonesia tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, yakni
mengenai e evaluasi terhadap kebijakan moneter tahun sebelumnya dan rencana
kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter tahun yang akan datang.
Tetapi, selain hal tersebut, dasar-dasar dari rencana kebijakan dan penetapan
moneter yang akan diambil juga harus disampaikan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, yang patut untuk diperiimbangkan adalah penambahan
ayat dari Pasal 38 tersebut, yang memberi kewajiban kepada Bank Indonesia
agar secara transparan menyampaikan alasan-alasan dan dasar-dasar rencana
kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneler untuk tahun yang akan
datang. Selain itu, harus ditetapkan juga kewajiban dari Bank Indonesia untuk
menyampaikan segala inforrasi mengenai hasil perdebatan internal di lingkungan
Bank Indonesia mengenai satu kebijakan yang diietapkan oleh Bank Indonesia.

Perubahan Fungsi Badan Supervisi

Perubahan fungsi badan supervisi yang dinyatakan oleh Pasal 5§ AUU
No.3 Tahun 2004 layak juga dipertimbangkan. Dengan ketentuan yang ada,
fungsi badan supervisi sangat terbatas, karena badan ini hanya membantu
Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap Bank Indonesia
di bidang tertentn. Pengawasan oleh badan supervisi serupa dengan pengawasan
internal, meskipun laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada Dewan
Perwakialan Rakyat. Sehingga, badan supervisi tidak berhak melakukan evaluasi
terhadap kinerja Dewan Gubernur. Badan supervisi tidak pula mempunyai hak
untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan Dewan Gubernur.
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Perubahan yang patut dﬂakukan adalah mempeﬂuas ﬁmgm badan supervisi, -.

L Selam melakukan pengawasan bidang tertentu terhadap Dewan Gubernur, sesuai
' dengan_tugas yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Badan Superv151
. dapa berfung51 sebagm badan penasehat bag1 Dewan Gubemur Dalam

"_'baﬁl'BpwanGubemurdanDewanPenvahlanRakyat Denganpeﬂuasanﬁmg31 S
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